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yangberlakudandapatdibuktikan.PihakPENGGUGAT

tidak dapatmembuktikan setiap tuduhannya terhadap

pihakTERGUGAT.

 Menimbangbahwadalam pelaksanaanlelangtelahsesuai

denganperaturanyangberlakusepertimelaluijasaKPKNL

melaluipelelangan umum,mengulang lelang melalui

lelangulangsesuaiproseduryangberlakusesuaipadaUU

Nomor 4 tahun 1996 pasal 6, PMK Nomor

213/PMK.06/2020danUUNo.21tahun2008.

 Menimbangbahwahargapenjualandarilelangtersebut

jauhdibawahpasarannamunsudahsesuaidenganKHES

pasal129.YangsudahmenutupihutangdariPENGGUGAT

yangsebesarRp.500.000.000,-(limaratusjutarupiah)

dan sisa daripenjualan tersebutdikembalikan kepada

PENGGUGATsebesarRp.250.000.000,-(duaratuslima

puluh juta rupiah).Majelis hakim menyatakan lelang

tersebutsah.

BABIV

PENUTUP

A.Penutup

Berdasarkananalisisyuridisputusanhakim padaperkara

wanprestasi pembiayaan murabahah Nomor
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238/Pdt.G/2022/PA.Sda.diPengadilanAgamakelas1A Sidoarjo

dapatditarikkesimpulanbahwa:

1.Mekanismeyangditerapkanpadapelelangandalam putusan

Nomor238/Pdt.G/2022/PA.Sda.sudahsesuaidenganprosedur

yang ada namun tidakmemenuhiketentuan darimemenuhi

Undang-UndangNomor4Tahun1996TentangHakTanggungan

AtasTanahbesertaBenda-BendaYangBerkaitanDenganTanah

dalam pasal6dikarenakansaatpelelanganumum aset/barang

lelangtidaklakuterjualdanterpaksamelakukanlelangulang

denganmemenuhipersyaratanulanguntukpengadaanlelang

kembali serta beberapa mekanisme yang berbeda dari

pelelanganumum.

2.Dalam amarputusanyangtelahditetapkanmajelishakim pada

putusanNomor238/Pdt.G/2022/PA.Sda.tentangpenyelesaian

sengketa ekonomisyari'ah pembiayaan murabahah setelah

dianalisislebihdalam dapatdidapatkansebuahhasilbahwa

putusan dari majelis hakim merujuk kepada perspektif

maslahahmursalahuntukmenilaibagaimanamemberikanlebih

banyakmanfaatdaripadakerugiandantelahsesuaidengan

prosedurdan aturan yang ada,apabilasetiap putusan yang

terteradalam amarputusantelahberlandaskanhukum yangada

denganmemenuhiunsur-unsuryangtelahdicantumkandalam

pertimbangan hukum berdasarkan peraturan perundang-
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undanganyangberlaku.

B.Saran

1.Baginasabahdanbanksebelum yakinuntukmenjalinsebuah

hubungan kerjasama dalam halinipermodalan sebaiknya

dipastikanbahwasetiappihaktahudansadarapayangmenjadi

hakdankewajibanyangharusdipenuhisebelumnyaagartidak

terjadisuatusengketayangmerugikansalahsatupihakmaupun

keduanya.

2.Bagipemerintah dengan wewenang terkaitdiharapkan dapat

menyempurnakanperaturanyanglebihharmonisuntukperkara

pelelanganinibaikperaturanuntukbankkonvensionalmaupun

untuk bank syariah agartercipta dasarhukum yang dapat

menjaminkeadilanbagiseluruhmasyarakat.

.


